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ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam ratifikasi
protokol montreal, yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon di atmosfer bumi.
kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab. Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab
Pemerintah Terhadap Ratifikasi Protokol montreal Dalam Hal Pemakaian
Pestisida Terbatas Metil bromida” ini menganalisa mengenai pemaikaian
pestisida terbatas metil bromide.

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan
dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan
hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan
dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen,
penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah
dalam pemakaian methyl bromida menetapkan standar fumigasi yang sesuai dengan
AQIS. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagian besar
diperuntukkan oleh pihak perusahaan-perusahaan industri serta masyarakat yang
menjadi konsumen. Pemerintah harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan
methyl bromida di wilayah pertanian nasional untuk mencegah penyebaran
penyakit tanaman hama dan penyakit tanaman buatan. Regulasi dan pedoman yang
berlaku serta memastikan penggunaan Metil bromida dilakukan dengan benar dan
bertanggung jawab. Pemerintah terus mengawasi penggunaan Metil bromida dan
mendorong perusahaan untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemakaian methy! bromida terdapat
sanksi administratif, seperti pencabutan izin, pembekuan, atau penghentian
kegiatan fumigasi. Sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau pengganti kerugian.
Sanksi perdata, seperti ganti rugi, pembatalan kontrak, atau larangan melakukan
perbuatan tertentu

Berdasarkan kondisi di atas, maka saran kepada pihak pemerintah harus
meningkatkan sosialisasi bahwa Metil bromida hanya boleh digunakan untuk
karantina dan pengapalan serta pestisida pengganti yang dapat digunakan untuk
fumigasi. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa pembuatan brosur/leaflet,
spanduk/baliho di tempat-tempat strategis, dan pertemuan sosialisasi dengan
perusahaan fumigasi, importir, dan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian
Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi..

Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Ratifikasi Protokol montreal,
Metil bromida



ABSTRACT

The government has a very important responsibility in the ratification of the
Montreal protocol, which aims to protect the ozone layer in the earth's atmosphere.
The power and authority possessed by the government in carrying out its duties and
responsibilities. The research entitled "Government Responsibility for the
Ratification of the Montreal Protocol Regarding the Use of the Limited Pesticide
Methyl Bromide" analyzes the use of the limited pesticide methyl bromide.

Research is a type of normative legal research. By using two problem
approaches, the first is the statutory approach. Second, the conceptual approach.
Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal
materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing
documents, internet searches, and enriching legal literature.

The results of this research found that the government's responsibility in
using methyl bromide is to set fumigation standards that are in accordance with
AQIS. The policies made by the government are mostly intended for industrial
companies and the public who are consumers. The government must supervise and
control the use of methyl bromide in national agricultural areas to prevent the
spread of pest plant diseases and artificial plant diseases. Applicable regulations
and guidelines ensure that the use of methyl bromide is carried out correctly and
responsibly. The government continues to monitor the use of methyl bromide and
encourages companies to switch to more environmentally friendly alternatives. The
legal resolution for violations of the use of methyl bromide includes administrative
sanctions, such as revocation of permits, suspension or termination of fumigation
activities. Criminal sanctions, such as imprisonment, fines, or compensation for
losses. Civil sanctions, such as compensation, cancellation of contracts, or
prohibition of certain actions

Based on the conditions above, the government's suggestion is to increase
awareness that methyl bromide can only be used for quarantine and shipping and
that substitute pesticides can be used for fumigation. The outreach carried out can
take the form of making brochures/leaflets, banners/billboards in strategic places,
and outreach meetings with fumigation companies, importers, and other

government agencies such as the Ministry of Transportation, Ministry of Manpower
and Transmigration.

Key words: Government Responsibility, Ratification of the Montreal
Protocol, Methyl Bromide
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